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A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye
Pemilihan Umum;

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan ditetapkannya Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun
2024 dan sebagai langkah pencegahan sebelum memasuki tahapan Kampanye, maka
dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan
sengketa proses Pemilu, serta untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan
penyelengaraan pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Enrekang,
untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau agar
Partai Politik Peserta Pemilu se-Kabupaten Enrekang dapat berpedoman dan
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai
berikut:

Pasal 27

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf e, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima)



Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD

provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota

DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah

ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan

dimulainya Masa Tenang

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf
g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan
dimulainya Masa Tenang.

Pasal 69

“Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan
Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).”

Pasal 79

Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di

internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.

(1) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan metode:

a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan.

b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu)
Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
(3) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri

khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan

metode: :

a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau

¢. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta
Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1).

Demikian disampaikan untuk dipedomani, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

JHA,'S.Pd., M.AP.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.
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